BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) merupakan tuntutan dalam Pelaksanaan pembangunan
lima tahun ke depan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang
dinamis sesuai dengan aspirasi yang berkembang melalui
mekanisme yang berlaku untuk mewujudkan tata pemerintahan
yang baik. Penyusunan RPJM Daerah ini, menggunakan pendekatan
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu
pendekatan politik dan aspiratif. Pendekatan politik memandang
bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan dan
penawaran rencana pembangunan, dan rakyat memilih serta
menentukan pilihannya berdasarkan program-program
pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah.
Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan
yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam
rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan
pendekatan aspiratif dimaksudkan bahwa RPJM Daerah disusun
dengan memperhatikan kepada RPJM Nasional dan mengacu kepada
RPJP Daerah yang telah menyerap aspirasi semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan serta
merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah digunakan sebagai
pedoman penyusunan RPJMD Kota Banda Aceh 2012 - 2017. Sesuai
dengan Pasal 76 dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
disebutkan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD
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kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah
kepala daerah terpilih dilantik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2017 merupakan penjabaran
dari visi dan misi Walikota yang dituangkan dalam strategi
pembangunan daerah, sasaran, arah kebijakan dan program
pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah
pelaksanaannya. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan
pembangunan daerah, RPJM Daerah Kota Banda Aceh juga
memperhatikan hasil evaluasi RPJM Kota Banda Aceh tahun 2007 -
2012, dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2027 serta
memperhatikan RPJM Aceh 2012 - 2017.

RPJM Kota Banda Aceh juga menjadi pedoman bagi SKPD di
dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), serta Rencana Kerja
Pemerintah Kota (RKPK), yang selanjutnya, keduanya akan diacu
untuk menyusun Rencana Kinerja SKPD.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta
peraturan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan
komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan
meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses
perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik,
demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan. Dalam
peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki
memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis,
bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan
daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana
yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel, konsisten
dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana
(sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan.
Keterlibatan stakeholders dan legislatif dalam proses pengambilan
keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan
rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi
implementasinya. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
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penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga perencanaan
pembangunan daerah harus disusun secara terpadu (integrated),
terukur (measurable), dapat dilaksanakan (aplicable) dan

berkelanjutan (sustainable).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2017 disusun

berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Darah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan  Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang
Kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
di provinsi;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan  Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Presiden Nomor S5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) tahun 2010-2014;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri
Keuangan

e Nomor : 28 Tahun 2010

e Nomor : 0199/M PPN/04/2010

e Nomor : PMK 95/PMK 07/2010

tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2010-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
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Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 tahun 2012 Tentang
RPJMA 2012-2017, Lembaran Daerah Nomor 121 Tahun
2012;

30. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun
2009 - 2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun
2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1);

31. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota
Banda Aceh 2007 — 2027(Lembaran Daerah Kota Banda
Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);

32. Surat Keputusan Walikota Nomor 252 Tahun 2012
Tentang Pembentukan Tim  Penyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Banda Aceh Tahun 2012-2017

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJM Kota Banda Aceh merupakan satu kesatuan bagian
dari perencanaan secara menyeluruh, yaitu sistem perencanaan
nasional. Oleh karenanya, sebagai bagian yang terintegrasi, RPJM
Kota Banda Aceh tahun 2012 - 2017 yang merupakan dokumen
perencanaan lima tahunan dan bagian dari perencanaan jangka
panjang Kota Banda Aceh (2009 - 2029) harus berpedoman pada
RPJP Kota Banda Aceh 2007 — 2027 dan RTRW Tahun 2009 - 2029.
Artinya, di dalam penyusunan RPJMD, setiap program yang disusun
hatus mempedomani visi, misi dan program yang telah disusun di
dalam RPJP Kota Banda Aceh. Selain itu, agar tidak terjadinya
tumpang tindih perancanaan dan kesemrawutan di dalam
pencapaian tujuan RPJM, juga perlu mempedomani RTRW Kota
Banda Aceh dengan melihat semua aspek kebijakan di dalam
penggunaan ruang, serta arah pengembangan wilayah. Di samping
itu, sebagai bagian integrasi nasional, RPJM Kota juga harus

memperhatikan RPJMN 2010 - 2014, karena terkait dengan agenda-
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agenda pembangunan nasional secara keseluruhan untuk mencapai
visi dan misi secara menyuluruh, disamping juga harus
memperhatikan RPJM Aceh 2012 - 2017untukmencapai visi dan
misi provinsi serta program-program yang ingin dicapai selama lima
tahun ke depan.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen RPJMD Kota Banda Aceh dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya

memperhatikan

’-

1
— ‘ r— J _

Dalam RPJMD Kota Banda Aceh dijabarkan visi, misi, dan

nebuaw

program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dan menjadi pedoman
dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD yang selanjutnya

dijabarkan kedalam RKPK.

1.3.1. RPJMN

RPJMD tidak terlepas dari RPJMN yang harus menjadi
perhatian utama bagi penyusunan perencanaan nasional di daerah.
Dalam RPJMN 2010 - 2014 ditetapkan kerangka visi Indonesia 2014
adalah : “Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis,
dan Berkeadilan” Kerangka visi tersebut memiliki penjelasan
sebagai berikut :

Kesejahteraan Rakyat Terwujudnya peningkatan
kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang
berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya
alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini
dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologi.
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Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara
yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi
kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata,
yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya
dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Untuk mencapai Visi Indonesia tersebut, maka pemerintah
menetapkan Misi Pembangunan tahun 2010 — 2014 sebagai berikut :

1. Melanjutkan pembangunan Indonesia yang sejahtera

2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi

3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional
2010-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional
tahun 2010-2014, yaitu:

Agendal : Pembangunan Ekonomi dan  Peningkatan

Kesejahteraan Rakyat

Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Agenda Il : Penegakan Pilar Demokrasi

Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan

Korupsi

Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

Untuk lebih mempermudah dalam implementasi dan
mengukur tingkat keberhasilan, maka visi dan misi pemerintah
tersebut dijabarkan lagi secara lebih operasional kedalam sebelas
prioritas nasional, yaitu : (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2)
pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5)
ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha;
(8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal,
terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan,

kreativitas, dan inovasi teknologi.

1.3.2. RPJM Povinsi

Pemerintahan Aceh dalam RPJMD 2012 - 2017 menetapkan

visi “Aceh yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri
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Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud
MOU Helsinki”.

Visi yang ditetapkan tersebut bermakna :

Bermartabat, adalah terciptanya kondisi masyarakat Aceh
yang memiliki peradaban tinggi, akhlak mulia, cerdas, berwawasan
luas, taat hukum, sehat sesuai dengan standar kehidupan serta
terwukudnya Pemerintahan Aceh yang mampu melaksanakan
kewenangan khusus dan istimewa yang dimilikinya.

Sejahtera, adalah terpenuhinya kebutuhan  hidup
masyarakat yang layak baik materil maupun spirituil yang seimbang
antara kehidupan dunia dan akhirat.

Berkeadilan, adalah terwujudnya pembangunan yang adil,
merata, partisipatif dan proporsional sesuai dengan potensi dan
keunggulan wilayah berlandaskan azas manfaat bagi kehidupan
masyarakat.

Mandiri, adalah terwujudnya masyarakat dan pemerintahan
yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri dengan
memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia
dan sumber daya lainnya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui lima
misi pembangunan Aceh, yaitu :

1. Memperbaiki tata kelola pemerintahan Aceh yang
amanah melalui implementasi dan penyelesaian
peraturan pelaksana UUPA dalam rangka mewujudkan
Aceh yang bermartabat.

2. Memperkuat hubungan antara Pemerintahan Aceh
dengan semua stakeholder dalam rangka konsolidasi
perdamaian.

3. Menerapkan Dinul Islam dan peradaban Aceh dalam
segala segi kehidupan masyarakat.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Mewujudkan pembangunan Aceh yang proporsional,
terintegrasi dan berkelanjutan.

6. Membangun ekonomi Aceh yang kuat, adil dan maju
dengan meningkatkan nilai tambah produk dan

optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.
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1.3.3. RTRW Kota Banda Aceh

RTRW Kota Banda Aceh memiliki tujuan penataan ruang kota
untuk mewujudkan ruang kota sebagai kota jasa yang Islami,
tamaddun, modern, dan berbasis mitigasi bencana. Untuk mencapai
tujuan tersebut ditempuh kebijakan dan strategi penataan ruang
kota meliputi :

b. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang kota

c. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang kota,

dan

d. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis

kota

Dalam RTRW Kota Banda Aceh sampai pada tahun 2029
pengembangan wilayah fungsional kota diarahkan menjadi empat
Wilayah Pengembangan, meliputi
1) Wilayah Pengembangan PK Lama yang meliputi wilayah
Kecamatan Baiturrahman, Kuta Alam dan Kuta Raja, berfungsi
sebagai pusat kegiatan perdagangan regional dan pemerintahan; 2)
Wilayah Pengembangan PK Baru meliputi wilayah Kecamatan Banda
Raya dan Lueng Bata berfungsi sebagai pusat kegiatan olah raga
(sport centre), terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar
Kota Dalam Provinsi (AKDP), perdagangan dan jasa serta
pergudangan; 3) Wilayah Pengembangan Keutapang meliputi wilayah
Kecamatan Meuraxa, Jaya Baru dan sebagian Banda Raya berfungsi
sebagai pusat kegiatan pelabuhan dan wisata; 4) Wilayah
Pengembangan Ulee Kareng meliputi wilayah Kecamatan Syiah Kuala
dan Ulee Kareng, berfungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan,
kesehatan dan kegiatan lain yang komplementer dengan kedua

kegiatan tersebut.

1.3.4. RPJPD

Dalam RPJPD ditetapkan Visi Pembangunan Kota Banda
Aceh “Terwujudnya Banda Aceh Sebagai Kota Tamaddun, Modern

dan Islami”.
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Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Banda Aceh
tersebut ditempuh melalui tujuh misi pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah.

2.  Mewuyjudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih

dan amanah disertai dengan penegakan hukum.

3. Mewuyjudkan pembangunan Kota Banda Aceh yang
nyaman, aman, berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan.

4. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota pendidikan
yang berkualitas.

5. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai pusat
perdagangan, industri dan perikanan.

6. Mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang sehat,
cerdas dan berkualitas.

7. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota wisata
berbasis masyarakat dan budaya Islami.

RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2017 merupakan
RPJMD periode kedua dalam RPJD Kota Banda Aceh Tahun 2007 -
2027. Dalam jangka waktu 20 tahun ke depan Kota Banda Aceh
diharapkan menjadi kota yang penduduknya mempunyai peradaban
yang tinggi, menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi bagi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat yang

dilandasi oleh kearifan lokal dan nilai-nilai Islam.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Banda Aceh tahun 2012-2017 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:

Di dalam bab Pendahuluan ini diuraikan tentang latar
belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum yang terkait, hubungan
antar dokumen, sistematika, serta maksud dan tujuan dari
pentingnya penyusunan dukumen RPJM ini.

Di dalam Bab Il yang menjelaskan tentang Gambaran Umum
Kondisi Daerah, menguraikan tentang berbagai aspek-aspek daerah

yang terkait dengan geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat,
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pelayanan umum dan aspek daya saing yang dimilikin oleh Kota
Banda Aceh.

Di dalam Bab III dijelaskan tentang Gambaran Pengelolaan
Keuangan Daerah, yaitu dengan menjelaskan bagaimana kinerja
keuangan di masa lalu serta kebijakan-kebijakan pengelolaannya,
serta kerangka pendanaan.

Di dalam Bab IV dijelaskan Analisis Isu-isu Strategis, yaitu
isu-isu yang menjadi trend serta berkembang dengan pesat di dalam
waktu-waktu terakhir, serta isu-isu yang berkembang secara
nasional dan internasional, atau juga merupakan isu menjadi
perhatian Wali Kota atau Wakil Wali Kota. Di sini dijelaskan juga apa
permasalah yang dihadapai dengan isu-isu tersebut.

Di dalam Bab V diuraikan dan disajikan Visi dan Misi Wali
Kota dan Wakil Wali Kota, serta Tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai selama lima tahun ke depan.

Di dalam Bab VI diuraikan strategi-strategi yang ditempuh
untuk pencapaian tujuan program dan sasaran serta arah kebijakan
dari setiap prgram yang telah disusun.

Di dalam Bab VII, diuraikan tentang kebijakan-kebijakan
umum yang ditempuh untuk setiap program yang telah disusun,
serta program-program pembangunan Kota Banda Aceh.

Di dalam Bab VIII dijelaskan tentang indikasi anggaran
menurut SKPD penanggung jawab setiap tahunnya.

Di dalam Bab IX dijelaskan tentang penetapan indikator
kinerja daerah dari setiap program pembangunan yang telah
disusun.

Didalam Bab X dijelaskan tentang pedoman transisi dan
kaedah pelaksanaan yang menjelaskan bahwa RPJM Kota ini penting
untuk menjadi pedoman di dalam penyusunan RKPD dan APBD,
serta pedoman untuk menyelesaikan masalah-masalah
pembangunan di tahun pertama. Di samping itu juga ditegaskan
tentang pentingnya manjadikan RPJM ini sebagai pedoman dasar di

dalam pelaksanaan pembangunan yang konsisten.
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1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Penyusunan dokumen RPJMD Kota Banda Aceh 2012 - 2017
dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Banda Aceh
dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan selama lima
tahun ke depan. RPJMD ini menjadi dasar bagi setiap SKPD dalam
menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang sejalan dengan visi dan
misi Walikota Banda Aceh untuk menyelenggarakan setiap tahap
pembangunan secara periodik tahunan selama lima tahun baik
dalam  perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun

pengawasarn.

1.5.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD adalah
menciptakan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program
pembangunan guna menjamin penggunaan sumber daya secara
efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan serta mencapai tujuan

akhir pembangunan menciptakan masyarakat kota yang sejahtera.
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